RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR:        /PER/M.KOMINFO/      /2011
TENTANG

PETA JALAN (ROADMAP) INFRASTRUKTUR SATELIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Menimbang
	:
	a. bahwa pesatnya perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi mendorong kebutuhan infrastruktur satelit sebagai salah satu bagian integral infrastruktur TIK nasional, yang bersifat komplemen bagi teknologi infrastruktur lainnya, juga mengalami peningkatan;
b. bahwa usaha-usaha pengembangan kapasitas infrastruktur satelit nasional melibatkan berbagai proses panjang (beberapa tahun) baik nasional maupun internasional, maka dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi berbagai persoalan dan kesenjangan yang dihadapi oleh infrastruktur satelit nasional Indonesia dalam memenuhi kebutuhan TIK nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyempurnaan Peta Jalan (Roadmap) Insfrastruktur Satelit Indonesia;



	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Govening the Activities of the State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, 1967);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972);
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Space, 1975 (Konvensi Tentang Registrasi Benda-Benda yang diluncurkan ke Antariksa, 1975);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/08/2008;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;


	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan 
	:
	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) INFRASTRUKTUR SATELIT INDONESIA.


	
	
	Pasal 1
Pengembangan infrastruktur satelit nasional pada tahun 2010 sampai tahun 2021 mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Satelit Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di :   J A K A R T A

pada tanggal :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

TIFATUL SEMBIRING
